
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2146, 2016 KEMENKEU. PDLN. Pelaksanaan. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 227/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri;

b. bahwa agar dalam tataran implementasi perjalanan dinas

luar negeri dapat dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dan

dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good

governance pengelolaan Keuangan Negara, perlu

menyempurnakan pengaturan tata cara pelaksanaan

perjalanan dinas luar negeri dengan mengubah Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan,

paspor, dan Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar

Negeri, PPK pada Kementerian Negara/Lembaga/

satuan kerja menerbitkan SPD.
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(1a) Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,

penerbitan SPD oleh PPK dilakukan berdasarkan

Surat Tugas, Surat Persetujuan, dan paspor.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam penerbitan SPD, PPK menetapkan golongan

Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi.

2. Di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (5a) dan ketentuan ayat (13) Pasal 13 diubah,

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas

komponen-komponen sebagai berikut:

a. Biaya transportasi;

b. Uang harian;

c. Uang representasi;

d. Biaya asuransi perjalanan; dan/atau

e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas:

a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3), termasuk biaya transportasi ke terminal

bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya

transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar

udara/pelabuhan;

b. airport tax dan retribusi yang dipungut

di terminal bus/stasiun/bandar udara/

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

c. biaya aplikasi visa; dan
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d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan

Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

negara penerima.

(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a. biaya penginapan;

b. uang makan;

c. uang saku; dan

d. uang transportasi lokal.

(5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) paling tinggi

sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang

harian.

(5a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif

uang harian dalam hal:

a. Diperlukan penginapan pada waktu transit yang

tidak ditanggung oleh penyedia Moda

Transportasi; dan/atau

b. Diperlukan penginapan setibanya di Tempat

Tujuan di Luar Negeri.

(6) Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam

negeri untuk jenis Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

c dan huruf d, diberikan mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan

dinas dalam negeri.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat

yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi

Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

kepentingan kelancaran tugas Misi/Delegasi.

(8) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
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a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

asuransi perjalanan selama dalam Moda

Transportasi yang termasuk dalam harga tiket

Moda Transportasi yang digunakan;

b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

kesehatan selama melaksanakan tugas

Perjalanan Dinas Jabatan; dan

c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

asuransi perjalanan selama dalam Moda

Transportasi dan biaya kesehatan selama

melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

(9) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf a dapat dibayarkan dengan

ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan

menjadi satu kesatuan dalam harga tiket Moda

Transportasi.

(10) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan

atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di

luar negeri serta dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

b. sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan

Dinas sebagaimana tercantum dalam SPD; dan

c. klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan

golongan Perjalanan Dinas.

(11) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf c dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dan ayat (10); dan

b. belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b.

(12) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk biaya yang
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